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PUTUSAN
Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA Kla
ZARAR g
S D
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALIANDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Muara Tiga, 13 Juli 1988,
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah
tangga, bertempat tinggal di xxxx, Provinsi Lampung,
dengan domisili elektronik pada alamat email:
iisbuma00@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir Kota Napal, 11 Februari 1989, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun,
dahulu bertempat tinggal di xxx, namun saat ini tidak
diketahui keberadaannya di dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2024 yang

didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kalianda, Nomor 1267/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 01 Agustus 2024, dengan

dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah ulang
pada tanggal 10 November 2012 di rumah orang tua Penggugat, dengan
wali nikah saudara kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten
Lampung Selatan, sesuai dengan Buku Nikah Nomor: xxxtertanggal 12
November 2012;
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2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas suka sama suka
dan Tergugat dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri namun
belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal dirumah orang tua Penggugat lebih kurang selama 4 tahun di Desa
Rejosari, kemudian pindah ke rumah ke rumah kediaman bersama (Mes)
lebih kurang selama 12 tahun di Lampung Tengahtahun, kemudian kembali
ke rumah orang tua Penggugat di Kalianda lebih kurang 1 tahun hingga
berpisah pada bulan Juli 2021,

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat berjalan rukun dan damai
namun pada bulan Juli 2021 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan
Penggugat tanpa sebab, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah
tidak menjalankan kewajiban suami istri lebih kurang selama 3 tahun; ;

6. Bahwa Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha
mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah
mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak
sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi

mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat Xxx) terhadap

Penggugat (Xxx);
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3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai
hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai
ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radio setempat, masing-masing pada
tanggal 02 September 2024 dan tanggal 02 Agustus 2024 yang dibacakan di
persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis
Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan
bukti-bukti berupa:

A. Surat:
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat tanggal 26

Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar Dalam,

Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sidomulyo Kabupaten Lampung
Selatan Provinsi Lampung, Nomor xxxTanggal 12 November 2012,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat Nomor :xxx
tertanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Napal
Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen
pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;

B. Saksi:

1. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di xx, Kabupaten Lampung Selatan, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak kandung Penggugat;

— Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri;

— Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di Lampung Utara baru kemudian pindah ke Jakarta;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

— Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat ketika pulang ke
Lampung Selatan tidak bersama Tergugat lagi;

— Bahwa dari cerita Penggugat katanya Penggugat dan Tergugat ada
masalah, tetapi saksi tidak tahu pastinya masalah apa dan
penyebabnya apa karena selama berumah tangga Penggugat dan
Tergugat cukup tertutup;
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— Bahwa Selama tinggal di Lampung Utara, Penggugat dan Tergugat
tidak pernah pulang ke Lampung Selatan, dan komunikasi pun
jarang-jarang. Saat Penggugat dan Tergugat ke Jakarta pun saksi
tidak tahu karena hanya tahu dari cerita Penggugat, keduanya
pernah ke Jakarta;

— Bahwa saksi mengetahui sendiri kalau selama ini memang
tinggalnya di Lampung Utara di rumah orangtua Tergugat;

— Bahwa saksi tidak tahu masalah lain-lain, hanya ketika 3 (tiga) tahun
lalu Penggugat pulang ke rumah orangtuanTergugat tidak ikut, tidak
pernah datang dan tidak pernah sekalipun memberi kabar kepada
Penggugat;

— Bahwa Keluarga sudah berusaha mencoba menghubung
keluargantetapi semua komunikasi memang sejak awal menikah
tidak ada dengan keluarga Penggugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2
(dua) tahun lalu’

— Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
karena Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

— Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan
Tergugat sama sekali tidak diketahui keberadaannya dimana sejak 3
(tiga) tahun lalu;

— Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat
menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena
Penggugat tidak mau rukun lagi dan menunggu Tergugat kembali;

— Bahwa selama pisah rumah tidak ada juga pihak keluarga Tergugat
yang datang;

2. xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sidomulyo,
Kabupaten Lampung Selatan, di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak kandung Penggugat;
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— Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah
suami isteri;

— Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di Lampung Utara baru kemudian dari cerita Penggugat pernah
pindah ke Jakarta;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak rukun karena Tergugat sudah pergi dan tidak pernah
kembali;

— Bahwa dari cerita Penggugat katanya Penggugat dan Tergugat ada
masalah sejak di Lampung Utara, tetapi saksi tidak tahu pastinya
masalah apa dan penyebabnya apa karena selama berumah tangga
Penggugat dan Tergugat cukup menutup diri dan tidak pernah
memberi kabar yang jelas, sehingga keluarga tidak pernah tau pasti
masalah keduanya;

— Bahwa Selama tinggal di Lampung Utara, Penggugat dan Tergugat
tidak pernah pulang ke Lampung Selatan sekitar lebih dari 3 (tiga).
Saat Penggugat dan Tergugat ke Jakarta pun saksi tidak tahu
karena hanya tahu dari cerita Penggugat, keduanya pernah ke
Jakarta, setelah Penggugat pulang ke Lampung Selatan dan cerita
kepada keluarga;

— Bahwa selama ini yang saksi tahu keduanya tinggalnya di Lampung
Utara di rumah orangtua Tergugat;

— Bahwa ketika 3 (tiga) tahun lalu Penggugat pulang ke rumah
orangtuanya, Tergugat tidak ikut. Tergugat juga selama ini tidak
pernah datang dan tidak pernah sekalipun memberi kabar kepada
Penggugat atau keluarga;

— Bahwa Penggugat sudah berusaha mencoba menghubung

keluarganya tetapi semua komunikasi memang sejak awal menikah

tidak ada, sehingga keluarga hanya tahu Penggugat dan Tergugat
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pisah rumah karena Penggugat pulang ke Lampung sedangkan
Tergugat sepertinya kembali ke rumah orangtua Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3
(tiga) tahun lalu'

— Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya/orangtua
saksi, sedangkan Tergugat sama sekali tidak diketahui
keberadaannya dimana sejak 3 (tiga) tahun lalu;

— Bahwa pernah diusahakan melalui nasihat oleh keluarga Penggugat
agar Penggugat menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil
karena Penggugat tidak mau rukun lagi dan menunggu Tergugat
kembali;

— Bahwa selama pisah rumah tidak ada juga pihak keluarga Tergugat
yang datang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh  karena  Tergugat tidak diketahui
alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan
Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemanggilan
kepada Tergugat yang ghaib tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak
2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara pengumuman
pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir
dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
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dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali
dalam rumah tangga disebabkan karena bulan Juli 2021 Tergugat tiba-tiba
pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab. Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat yang hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun hingga sekarang dan
selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama
sekali karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR jo.
Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah
mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal
1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif
tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi
Lampung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
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285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa
sejak tanggal 10 November 2012 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu
perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan. Majelis
Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah mendukung dan
membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak 3 (tiga) tahun lalu Tergugat
sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta
tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam
perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jis. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara spesifik perkara a quo tidak
menunjukan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaskud
dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Majelis Hakim menilai tetap
perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat
dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan
Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang
sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah
sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal
171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada
hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut
diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan
umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim
berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian

sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan
keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling
bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara a quo, maka
keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang
menikah pada tanggal 10 November 2012 dan dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah KUA Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi
Lampung;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah
tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak tahun 2021 atau hingga saat ini telah mencapai 3 (tiga) tahun
lamanya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan
sudah tidak diketahui lagi keberadaannya meskipun Penggugat telah
berupaya mencari keberadaannya namun tidak dapat ditemukan;

4. Bahwa Penggugat telah dinasihati agar kembali rukun dan bersabar

menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3
(tiga) tahun sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami
perpecahan hingga terjadi perpisahan selama 3 (tiga) tahun sejak tahun
2021 dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak ada kabar berita

mengenai keberadaan dirinya;
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- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah
tangganya;

- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia
belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan
mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa
Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal
mana menunjukkan tidak adanya itikad baik Tergugat sebagai suami untuk

membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan
alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf
(b) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi kriteria sebagai
berikut:

1. Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan salah satu
suami atau istri meninggalkan pasangannya lebih dari 2 (dua) tahun;

2. Pihak yang ditinggalkan tidak ridha dengan tindakan pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat
bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi
Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada
dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan
lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat Tergugat yang pergi dan tidak
ada yang mengetahui keberadaannya hingga saat ini dan tidak pernah lagi

kembali serta tidak pula memberi kabar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa
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antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi
antara satu dengan yang lainnya hingga terjadi perpisahan yang hingga kini
telah mencapai 3 (tiga) tahun sejak tahun 2021, maka sudah cukup alasan
cerai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan
Tergugat tidak hanya digambarkan dengan terjadinya percekcokan, namun
perselisihan tersebut juga bisa digambarkan dengan tidak adanya saling
menghiraukan dan tidak saling mempedulikan antara Penggugat dan Tergugat,
karena jika antara Penggugat dan Tergugat masih terjalin komunikasi yang baik
dan masih saling mempedulikan maka perpisahan tidak akan terjadi antara
Penggugat dan Tergugat, yang mana perpisahan tempat tinggal tersebut sudah
mencapai 3 (tiga) tahun sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan
pendapat ulama yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al Qur’an juz IV halaman 308 sebagai berikut:

Al Ga Y alls 568 Cand a8 Fallidll JSA Ga oSS () (023 (2
Artinya :“Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu
tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk
dzalim dan gugurlah haknya” ;
2. Kitab Al-Anwar juz Il halaman 55 sebagai berikut:

Al ) saae 3 s 5l 5% 558 e

0

Artinya: “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka
perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);”
Menimbang, bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat
yang sudah ... hingga sekarang ini, Penggugat maupun pihak keluarganya telah
berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemui dan
tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum
tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup
beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)
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Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah,
maka berdasarkan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dikabulkan secara
verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap
Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Pengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat
(Xxx);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil
Akhir 1446 Hijriah, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H. sebagai Ketua Majelis,
Ifa Latifa Fitriani, S.H.Il., M.H. dan Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dan Gunawan, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.
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Ketua Majelis,

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
Ifa Latifa Fitriani, S.H.l., M.H. Achmad Rifqgi Jalaluddin Qolyubi,
S.H.I.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.l.

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp345.000,00

Terbilang (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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